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e. menyampaikan gagasaniaspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan 
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah. 
(2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang 

Taruna bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah. 
Pasal 18 

(1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 
ayat (1) huruf f, bertugas : 
a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan Kesehatan 

masyarakat Desaikelurahan, 
b. berperan aktif di dalam pencegahan dan penanggulangan masalah stunting 

dan penyakit lainnya; 
c. melakukan pelayanan Kesehatan dasar kepada masyarakat Desa/Kelurahan; 
d. berperan aktif di dalam promosi kesehatan yang terkait dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat; 
e. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan 

melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan; 

dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah. 

(2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah. 

Pasal 19 

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) huruf f dan Pasal 9 ayat (1) huruf g, bertugas : 
a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait 

perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan; 

b. berperan aktif didalam menggerakan masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong, 

c. menyampaikan gagasan/aspirasi didalam pelaksanaan pembangunan melalui 
forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan; 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah. 
(2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah. 

BAB V 
KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN DESA KELURAHAN 

Pasal 20 

(1) Kepengurusan setiap jenis L LKK terdiri atas : 
a. ketua; 
b. sekretaris, 
c. bendahara, dan 
d. bidang/seksi sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan 
selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(3) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling 
banyak 2 (Dua) kali jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut 
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Bagian Kedua 
Penghargaan 

Pasal 27 

(1) LKD/LKK dengan kategori Terbaik Ke I (satu) sampai dengan Terbaik Ke IV 

(empat) berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi s-ebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 26 ayat (3) diberikan penghargaan berupa Uang Pembinaan, Tropi 

dan Piagam Penghargaan. 
(2) LKD/LKK dengan Kategori Terbaik V (Lima) sampai dengan Terbaik X (Sepuluh), 

diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan sebagai bentuk apresiasi 
didalam pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring. 

(3) Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : 
a. kegiatan yang menunjang tugas LKD/LKK; 
b. perbaikan sarana dan prasarana Sekretariat LKD/LKK; dan 
c. pengadaan peralatan dan perelengkapan Sekretariat LKD/LKK. 

Pasal 28 

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), jenis dan 
jumlahnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. 

BAB IX 
PENDANAAN 

Pasal 29 

Pendanaan Kegiatan LKD di Desa dibebankan pada APBDes dan Sumber 
pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 

(1) LKD dan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap 
diakui keberadaannya sebagai LKD/LKK sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Peraturan Bupati ini. 

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan wajib menyesuaikan dengan ketentuan 
LKD/LKK didalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
Peraturan Bupati irzi di undangkan. 

Pasal 31 

Pengurus LKD/LKK dapat merangkap pada kepengurusan LKD/LKK lainnya 
sepanjang Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan dibawah atau sama dengan 200 (dua 
ratus) jiwa dan mendapatkan surat keterangan dari Camat setempat yang 
menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa/Ke1urahan berjumIah di bawah atau 
sama dengan 200 (dua ratus) jiwa. 
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